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<p style="text-align: justify;">Penelitian ini membahas tentang bagaimana formulasi kebijakan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan peran unsur Tripartit dalam proses formulasi kebijakan. Formulasi
kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan untuk mempermudah prosedur perijinan
penggunaan tenaga kerja asing sehingga dapat meningkatkan investasi asing. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskripsi karena berusaha
menggambarkan formulas kebijakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk mempertajam analisis. Polemik di tengah masyarakat
dan serikat buruh terjadi karena tujuan dimudahkannya proses perijinan investasi asing dalam Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2018 untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerjaindonesia ternyata
tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerjaindonesia, justru mengalami penurunan. Di satu sisl, terjadi
kenaikan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses
formulas kebijakan telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, mulai dari tahap identifikasi
masalah sampai pengesahan kebijakan. Namun, peran unsur tripartit tidak dilibatkan dalam proses formulasi
kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak
merepresentasikan asas keadilan dan partisipasi masyarakat serta beberapa kebijakan bertentangan dengan
undang-undang. Selain itu, naiknya angkainvestas yang tidak diserta dengan naiknya penyerapan tenaga
kerja mengindikasi kan bahwa pemerintah perlu menggunakan perspektif serikat pekerja dalam proses
penyusunan regulasi.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">Kata Kunci:
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style="text-align: justify;">

</pre>

<pre style="line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size:
initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-
clip: initial;">

This study discusses how the policy formulation of Presidential Regulation Number 20 of 2018 and the role
of Tripartite elements in the process of policy formulation. Policy formulation of Presidential Regulation
No. 20 of 2018 is carried out to facilitate licensing procedures for the use of foreign workers so asto
increase foreign investment. This research was conducted using a qualitative approach and included atype
of description research because it tried to describe policy formulations. The data collection technique in this
study used in-depth interviews and literature studies to sharpen the analysis. The polemic in the community
and trade unions occur because the purpose of facilitating the process of licensing foreign investment in
Presidential Regulation No. 20 of 2018 to open employment opportunities for Indonesian laborersis
apparently not in line with the absorption of Indonesian labor, but has decreased. On the one hand, there is
an increase in the number of foreign workersin Indonesia. The results of this study illustrate that the policy
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formulation process has gone through the stages of policy formulation, starting from the problem
identification stage to the adoption of policies. However, the role of tripartite elements is not involved in the
policy formulation process of Presidential Regulation No. 20 of 2018 so that the policy produced does not
represent the principle of justice and community participation and some policies are contrary to the law. In
addition, the increase in investment figures which are not accompanied by an increase in employment
indicates that the government needs to use a trade union perspective in the process of drafting regulations.
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